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Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang 
Menjamin Keterbukaan  Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang 



SDI Secara Ringkas
The Objective:

To improve data quality for better national policy making

Main Task: Data Governance
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Main Parties & Governance Dimensions:Main Products: Data Portal & Catalog

The Ecosystem:

Data Governance Mechanism:

Standards 

Implementation

Legal, Organizational & 

Data Resolutions

SDMX, ISO 19115, 

etc. (adopted & 

regulated by BPS & 

BIG)

FORUM SATU DATA

Technical Inspections
Data Model, Standards 

Compliance

Stick & Carrot
Budget clearance, 

assessments, awards

The Size:

Assistance
Legal drafting, data 

preparation, technical

Data Preparation
Daftar Data, Data 

Prioritas

600+ Government Institutions | 

10,000+ Data Stewards & Data Custodians (Walidata) |

10,000 + data producers| 20,000+ applications

• Metadata Management

• Master Data Management (data induk 

& kode referensi)

• Forum SDI Workflow

• Access rights & Security

Core Systems:
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Penyamaan Persepsi



Manajemen Akses Data 
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Data dapat diakses secara terbuka melalui portal Satu Data, pada dasarnya setiap data
dan informasi bersifat terbuka kecuali data dan informasi tertentu yang dibatasi menurut
peraturan perundang-undangan. Jika fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak
membawa dampak apapun terhadap keamanan negara

- Vertikal : misal data milik suatu Kabupaten/Kota hanya bisa diakses oleh Kabupaten/Kota tersebut dan

Provinsi diatasnya, serta Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian tertentu.

- Horizontal : misal data milik suatu bidang urusan hanya bisa diakses oleh unit kerja bidang urusan tersebut

atau organisasi perangkat daerah yang menaungi bidang urusan tersebut
Jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan

Data hanya bisa diakses oleh produsen data terkait, atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Terdapat dua klasifikasi data tertutup ;
- Sangat Rahasia : Jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara.
- Rahasia : Jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi
penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum yang akan menimbulkan kerugian terhadap Privacy,
keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan , serta merusak kemitraan dan reputasi

Terbuka

Terbatas

Tertutup
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OGI 2023 - 2024
SDI dalam Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 
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Komitmen 15 

“Pengembangan Sistem Satu Data SDA-LH yang Menjamin Keterbukaan 

Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang” 

Bentuk Komitmen
Pengembangan tata kelola dan transparansi satu data tematik sumber daya alam, lingkungan hidup
dan tata ruang yang meliputi integrasi, pemeriksaan, pengelompokan, dan manajemen akses data bagi
publik

Latar Belakang

Masalah mengakses data sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang. Kendala tersebut salah
satunya diakibatkan oleh tata kelola data yang belum optimal, meski sudah tiga tahun sejak Perpres
No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia berlaku. Permasalahan tata kelola data tersebut
diantaranya (1) belum semua data tersedia dan terstandar; (2) data yang tersedia masih dalam bentuk
data dasar; (3) terbatasnya akses informasi SDA, khususnya terkait industri ekstraktif dan kehutanan;
dan (4) terbatasnya akses masyarakat pengguna informasi untuk terlibat dalam Forum Data dan proses
Satu Data.

Output

1. Tersedianya data prioritas di sektor kehutanan dan lingkungan hidup
2. Adanya pemetaan tantangan integrasi data sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang
3. Tersedianya data sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang dalam portal Satu Data
Indonesia

Solusi yang diusulkan

pengembangan Satu Data dan mendorong data sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tata ruang
sebagai salah satu prioritas untuk disajikan. Satu Data Tematik sumber daya alam, lingkungan hidup,
dan tata ruang mengintegrasikan solusi atas permasalahan tata kelola data pada masing-masing
instansi terutama pada data lingkungan hidup dan kehutanan, data industri ekstraktif, dan data tata
ruang



OGI 2023 - 2024
Perencanaan Komitmen
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No Ukuran Keberhasilan Output yang Diharapkan Tanggal 

Penyelesaian 

Pemangku Kepentingan 

Utama 

Pemangku 

Kepentingan 

Pendukung ( OMS )

1 Penyusunan data prioritas

sektor SDA-LH yang

partisipatif

Tersedianya data prioritas di

sektor SDA-LH

Desember 2024 KLHK, KESDM, Kementerian

ATR/BPN

1.ICEL

2.PWYP

3.MediaLink

4.Auriga Nusantara
2 Pemetaan internal dalam

K/L/D tentang masalah tata

kelola Satu Data Sektor

SDA-LH

Tersusunnya tantangan 

pengelolaan Satu Data Sektor 

SDA-LH

Sekretariat SDI, KLHK,

KESDM, Kementerian

ATR/BPN

3 Penyelenggaraan forum satu

data di sektor SDA-LH untuk

persiapan data prioritas dan

standar data, dan publikasi

di portal data

Terselenggaranya forum satu data

di sektor SDA-LH untuk persiapan

data prioritas dan standar data,

dan publikasi di portal

KLHK, KESDM, Kementerian

ATR/BPN

4 Penyajian data SDA-LH

dalam portal Satu Data

Indonesia

Tersedianya data SDA-LH dalam

portal Satu Data Indonesia

Sekretariat SDI, KLHK,

KESDM, Kementerian

ATR/BPN



Data Prioritas
Regulasi dan Manfaat

aaaaa

Regulasi & Referensi

Data Prioritas adalah Data terpilih yang
berasal dari daftar Data yang akan
dikumpulkan pada tahun selanjutnya
yang disepakati dalam Forum Satu Data
Indonesia.

Tahun 2022, Data Prioritas disusun untuk
ditindaklanjuti dalam proses Perencanaan,
Pengumpulan, Pemeriksaan dan
Penyebarluasan untuk data terkait:

a. Prioritas pembangunan dan prioritas
Presiden dalam RPJMN dan/atau RKP;

b. Pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan (TPB/SDGs);

c. Kebutuhan Mendesak
○ Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM);
○ Bantuan sosial, bantuan

pemerintah, dan subsidi;
○ Percepatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri / P3DN (Inpres
2/2022)

Manfaat Data Prioritas

1. Kebutuhan data lintas Instansi Pemerintah dapat 
terpenuhi tanpa memerlukan MoU/Kesepakatan

2. Menjadi dasar yang mengarahkan perencanaan dan 
proses penganggaran Pengumpulan Data oleh Produsen 
Data

3. Memudahkan evaluasi dan proses manajemen kualitas 
data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi

4. Penyediaan data untuk kebutuhan Analisa Data terkait Isu-
isu Prioritas

Penyepakatan Data Prioritas 2022 hari ini bertujuan untuk:

1.Ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas

2.Ditindaklanjuti oleh Pengguna Data, Produsen Data, Walidata dan Pembina Data 
untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan penyediaan data, termasuk 
pemenuhan Standar Data dan Metadata
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Penyepatakan Data Prioritas 2023

Usulan Data Prioritas Tahun 2023 yang akan ditetapkan sebagai Data Prioritas Tahun
2023 adalah

● Usulan dari K/L lain yang belum dikonfirmasi namun dasar rujukannya kuat
(RPJMN/RKP, SDGs, Kebutuhan Mendesak)

● Usulan dari K/L lain yang sudah terkonfirmasi ketersediaannya.
● Usulan Internal.

Total Data Prioritas yang Disepakati: 2404 Data.

Penyepakatan 

Data Prioritas 

2023 pada tanggal 

28 Februari 2023, 

dihadiri oleh 71 

Kementerian/ 

Lembaga



Data Prioritas 2023
KLHK, ESDM, ATR/BPN

Produsen Total Data Data Statistik Data Spasial

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 75 19 56

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 176 149 26

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 206 187 19



Tindak Lanjut: 
Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Prioritas 2023



Daftar Data dan Data Model 

Menjadi Faktor Terpenting Tata Kelola Data

1. Identifikasi duplikasi data (dan program)

2. Menjadi bahan untuk Forum SDI terkait tata kelola data 
(termasuk Walidata pengampu Data Induk/Kode 
Referensi)

3. Ditindaklanjuti untuk proses pengumpulan & 
pemeriksaan data, termasuk penyusunan MSD & DSD 
untuk pertukaran data dalam Sistem Katalog Data SDI



@data.go.id @datagoid data.go.id +62 822-6000-7040
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